SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipergunakan
untuk koordinasi, penanggulangan kegiatan khusus lainnya
agar berdaya guna dan berhasil guna serta tertib administrasi,
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

b. Bahwa untuk memperjelas pembagian Biaya Penunjang
Operasional antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
maka Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, perlu diubah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor
2 Tahun 2017 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Kolusi,
Korupsi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat79);

12. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman
Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
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(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 02) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
(1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 3

diberikan kepada Kepala Daerah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan Wakil
Kepala Daerah sebesar 40 % (empat puluh persen).

(2) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (1) diberikan setiap bulan.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A
sehingga berbunyi sebagai berkut:

Pasal 4a

(1) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, maka Wakil Kepala Daerah
selaku Plt. menerima Biaya Operasional Penunjang sebesar 100 % (seratus
persen).

(2) Dalam hal Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, maka Kepala Daerah
menerima Biaya Operasional Penunjang sebesar 100 % (seratus persen).

(3) Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap,
maka Penjabat Kepala Daerah atau Plt. Kepala Daerah menerima Biaya
Operasional Penunjang sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Mei 2017

Diundangkan di Mamuju GUBERNUR SULAWESI BARAT,
pada tanggal 15 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH ttd

PROVINSI SULAWESI BARAT,
H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina
NIP. : 19750630 200212 1 010

@Dﬂ JDIH Provinsi Sulawesi Barat



